BAB Il

KONSEP UMUM TENTANG JAMINAN

A. Konsep Jaminan
1. Pengertian Jaminan

Bank atau lembaga-lembaga keuangan dalam membegréahiayaan
atau pinjaman kepada pihak ketiga, haruslah merapkam prinsip-prinsip
perpembiayaanan yang baik termasuk resiko yangshdibadapi atas
pengembalian pembiayaan. Untuk memperoleh keyakirsebelum
memberikan kredit, Bank atau lembaga-lembaga kexrahgrus melakukan
penilaian yang seksama baik terhadap watak, kemampuodal, agunan
maupun prospek usaha pihak ketiga.

Sebelum membabhas lebih lanjut tentang jaminalebiérdahulu perlu
diketahui tentang konsep jaminan itu sendiri. J@miatau yang lebih
dikenal sebagai agunan adalah harta benda miliaskpketiga atau pihak
ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika teny@anprestasiterhadap
pihak ketiga:

Jaminan dalam arti yang lebih luas adalah jamirergyidak hanya
bersifat materil tetapi juga yang bersifatnmateril. Jaminan yang bersifat

materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasaat berharga.

! Rachmadi Usmarspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonedékarta; PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2003, h. 281.
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Sedangkan jaminan yang bersifatmateril misalnya jaminan perorangan
(borgtocht)?

Dari sifat dan wujudnya benda menurut hukum, jamirdapat
dibedakan atas benda bergerak (roerende goederermetida tidak bergerak
(onroerende goederen). Pendapat lain membagi bbedgerak menjadi
Berwujud dan Tidak Berwujud. Berwujud artinya gifgd sendiri
menggolongkannya kedalam golongan itu yaitu sefalang yang dapat
dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, misalibarang-barang
inventaris kantor, kendaraan bermotor dan sebagaiSgdangkan Tidak
Berwujud adalah karena Undang-Undang menggolonglkankedalam

golongan itu, misalnya cek, wesel, saham, obligasitagihar.

2. Fungsi Jaminan
Secara khusus jaminan dalam pembiayaan memilkiwhggsi yaitu:

a. Untuk pembayaran hutang seandainya teneahprestasiatas pihak
ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjaadinan
tersebut.

b. Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebadéator penentuan
jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada mitek ketiga.
Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebilai hiarta yang

dijaminkan?

*http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/jsami-dan-pengikatan-jaminan.
3L
Ibid.
* Faturrahman DjamilPenyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syadiakarta:
Sinar Grafika,2010, h. 44,
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Secara umum Jaminan berfungsi sebagai jaminan gszon
kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa whké&kampuan, modal,
dan prospek usaha yang dimiliki pihak ketiga mekapgaminanmmateriil
yang berfungsi sebagéirst way out Dengan jaminanmmateriil tersebut
dapat diharapkan pihak ketiga dapat mengelola pka@nya dengan baik
sehingga memperoleh pendapatan (revenue) bisnisa gorelunasi
pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan @gm@abnh berupa agunan
bersifat kebendaan (materiil) berfungsi sebaggiond way outSebagai
second way oupelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru didgdaikan
apabila pihak ketiga gagal memenuhi kewajibannytaluidirst way out

Jaminan yang baik menurut para ahli, salah satwadaah Prof.
Soebekti mengatakan jaminan yang baik dapat ditigeit®

a. Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihakaket

b. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk mereefg@mbiayaan
guna meneruskan usahanya,

c. Memberikan kepastian kepada bank untuk mengelugrkarbiayaan
dan mudah diuangkan apabila terjadinprestasi

B. Dasar Hukum Jaminan
1. Dasar Hukum Jaminan Menurut Hukum Negara

Di Indonesia semua hukum negara baik hukum perdatgpun pidana

diatur dalam perundang-undangan, tentunya dengesifigasinya masing-

5 .
Ibid.
6 Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Huokindonesia
Bandung : Alumni, 2009, h. 29.
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masing. Sedangkan mengenai jaminan ada berbagaiuger perundang-
undangan yang mengaturnya dalam rangka melaksansiksam kehati-
hatian (prudential) yang harus perhatikan dan ddakkan oleh industri
lembaga keuangan baik bank maupun non bank, sekupalasi, BMT dan
lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebutaatdaen dapat dilihat
dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 ngnRerbankan, yang
telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, permaturgeraturan Bank
Indonesia dan KUH Perdata.

Berikut ini akan disebutkan beberapa dasar hukurdalsarkan pasal
perundang-undangan di atas yang terkait dengannsitge jaminan di
perbankar?:

a. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 terdapat pada Pasaln8pdajelasanya,
Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 12 A ayat (1) beimkut

“...Dalam memberikan kredit atau pembiayaan ber#tasa prinsip

syari'ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan bsadkan analisis
yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan kes@nggupan pihak
ketiga untuk melunasi hutangnya atau mengembalikembiayaan
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” (Passb8(1))

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syaang diberikan bank
mengandung resiko, sehingga dalam peleksanaanny& Ilerus
memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembidygmdarkan prinsip
syari’ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersgminan pemberian
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syadaam arti keyakinan
atas kesanggupan nasabah pihak ketiga untuk melkepagjibannya
sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan fakeotimg yang harus

7 Ahmad Syifaul Anam,Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro
Syari'ah (Studi Kasus BMT di Kota Semaranpgsis Magister lImu Hukum, Semarang, Undip,
2009, h. 39, td.

¥ Ibid., h. 39-42.
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diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan trse sebelum

memberikan kredit, bank harus melakukan penilai@mgy seksama
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan gikogpaha dari

Nasabah Pihak ketiga. Mengingat bahwa agunan sebalga satu unsur
pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unssuruain telah dapat
diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Pihakigake
mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya beanpady proyek atau
hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersatagk Tanah........ ”

(penjelasan Pasal 8 ayat (1))

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agumaik melalui

pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkayepghan secara
sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kugs#& menjual di luar

lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah Pihakg&etidak memenuhi
kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan aguarandibeli tersebut
wajib dicairkan secepatnya.(Pasal 12 A ayat (1))

. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PEIR0tentang
kausalitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah Haga(ayat 1) dan
penjelasannya, dan pada PAPSI (Pedoman Akuntansafen Syari’ah
Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia:

"Penanaman dana Lembaga Keuangan Syariah padsaARtioduktif

wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hdtigPasal 2 (ayat 1))

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalamapaman
dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lattabarkan:

1) Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan aegtkurangnya
faktor 5C Character, Capital, Capacity, Condition of econoaryd
Collateral).

2) Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisanigam dan

kemampuan membayar. (Penjelasan Pasal 2).
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“Pada prinsipnya dalam pembiaayaan mudharabah tidak
dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidgdienoral hazard
berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilika ddapat
meminta jaminan dari pengelola dana atau pihalg&etiaminan ini
hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana térbuklakukan
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepddatdama dalam
akad” (PAPSI 2003, h. 58).
c. Dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan Pasal 1132 benikut

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergemakpom yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang barwdidEmudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatannya pensgan.”

(Pasal 1131).

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sarmgaseaua orang
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualada-‘bemda itu
dibagi bagi menurut keseimbangan yaitu menurutrbdesainya piutang
masing-masing kecuali apabila di antara para bempg itu ada
alasanalasan yang sah untuk didahulukan.” (Pasa)11

Pengikatan jaminan ini penting untuk lebih meyakimkbahwa
agunan yang diberikan akan mampu menjamin pengé&anblaledit atau
pembiayaan bila terjadvanprestasimaka agunan yang diserahkan oleh
pihak ketiga harus dilakukan pengikatadPengikatan jaminan/agunan
merupakan perjanjiaaccessoirperjanjian buntut atau perjanjian turutan),
sedangkan perjanjian pokoknya dalam konteks pedrankerupa
pemberian kredit atau pembiayaan. Oleh karenabggasarkan doktrin
hukum maka perjanjian accessoir dibuat berdasastatiu perjanjian

pokok. Bila perjanjian pokok hapus maka perjangacessoir juga harus
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dihapuskan. Sehubungan dengan itu, perjanjian tkeddu pembiayaan
adalah perjanjian pokok dan perjanjian pengikasaminan/agunan adalah
perjanjian accessoir. Dengan demikian untuk pengamapemberian
kredit atau pembiayaan seharusnya setelah penamjitandatangani

segera dilakukan perjanjian pengikatan jaminanikegdu pembiayaah.

2. Dasar Hukum Jaminan Menurut Hukum Islam

Secara garis besar semua hukum dalam Islam bersutiabe al-
Quran dan al-Hadits. Mengenai jaminan, Allah bemin dalam surat al-
Bagarah ayat 283 sebagaimana berikut :

J2e@0 WOXHAR®R FOE«¢R OHECAGD QROSO X
O IIORLPO o G BB, &5 A X @D BKOCOE v 2
L7E>Jr=2e<= HIMQEOAM vdRWXe @ <O OAE€E@GOOY
BITOOD =€ F O LA Lo d- QerOXIRO-H*® o T Ao => ¢
DEORHPO A Fo - DAXIGO0OM @0 DE€QOE=OCOOLOLL
JIKZX Ju BO0RNOOOAO@ ¢ Wwe de BHXUECOEINEH ez 0@
O€EQEItHL OLYHHe HOEO# TN o NV O€I LT3
SHONEHEN SHAODHROL D e L BHONG +20560
EXQRHF

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidacara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Ni@kalaklah ada

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpigitaakan tetapi

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang Miaka hendaklah

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutanyjmgmn hendaklah

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlaimia(para saksi)

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalalyg@mg berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kantjakan

° M. Bahsan,Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesidakarta: CV. Rejeki
Agung, 2002, h. 110.
' KementrianAgama RI,Mushaf Al-Qur'an TerjemahTangerang: PT. Indah Kiat & Paper
Tbk., 2009, h. 49.
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Disebutkan juga dalam surat Yusuf ayat 72 sebagyédu:

QENEAOTEL - ¢ ®0CO COFOVHIT B-OMac L
20BN D¢E KuprfOd OQORNE SALLRIT ITHEON w60
& PN S BHOQREw DY ORE o 4300160

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piaja, dan siapa

yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahakaman
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadaphya"

Dalam kitab Sunan at-Tirmidzi Nabi SAW bersabda:

& Y ki Ui 8 wu G e Sls Y6 G 3a Gl
w13 8153 Iy g3 i a a2 ks s e i Jo 2B Eaen J6 e

o
. w

Gt G By

Artinya: Hannad dan Aly ibnu Hujr menceritakan kepada sayereka berdua
berkata; Ismail ibnu ‘Ayyas menceritakan kepada kaari Syurahbil
ibni Muslim al-Khdi aulany dari Abi Umamah, ia batk; saya
mendengar Nabi SAW bersabda dalam khuthbah tahyn weda’
“Pinjaman hendaklah dikembalikan, orang yang menjamvajib untuk
membayar, dan hutang wajib membayar”.

Dari dasar hukum Islam di atas menegaskan bahveahdijehkannya
meminta jaminan atas hutang yang digelontorkan d@ppihak ketiga
tentunya dengan syarat dan ketentuan-ketentuan tglag diatur dalam
syariat Islam. Secara umum teori jaminan dalam hulgalam dibagi menjadi

dua, yaitu jaminan yang berupa orang (personalaging dan jaminan yang

" bid., h.244.
2 Imam At-Tirmidzi Sunan at-TirmidziEbook, Bab Buyu’, Hadits Nomor 1265.
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berupa harta benda. Yang pertama sering dikengjageistilahdlaman atau

Kafalah Sedangkan yang kedua dikenal dengan istdah.

a. Kafalah
Kafalah menurut etimologi berarti al-dhamanah, hamalattan
za’aamah, ketiga istilah tersebut memilki agtang sama, yakni
menjamin atau menanggung. Sedangkan menuruhin@ogi Kafalah
adalah Jaminan yang diberikan olédafiil (penanggungkepada pihak
ketiga atas kewajiban/prestasi yang harus ditunaikihak kedua
(tertanggung).
Kafalah dinilai sah menurut hukum Islam kalau memenuhurulan
Syarat , yaitu:
1) Kafiil (orang yang menjamin), disyaratkan sudah baligirakal tidak
dicegah membelanjakan harta (mahjur) dan dkakudengan

kehendaknya sendiri.

2) Makful lah (orang yang berpiutang/berhak menerima jaminan),

syaratnya ialah diketahui oleh orang yang jamem, ridha
(menerima), dan ada ketika terjadinya akad menjamin

3) Makful ‘anhu (orang yang berutang/yang dijamin), disyaratkan
diketahui oleh yang menjamin, dan masih hidup thetati).

4) Madmun bih atau makful bih (hutang/kewajiban yang dijamin),
disyaratkan; merupakan hutang/prestasi yang hapayat atau dipenuhi,

menjadi  tanggungannyanékful anhy dan bisa diserahkan oleh
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penjamin Kafiil).

5) Lafadz ijab gabul, disyaratkan keadaanfada itu berarti
menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu daak tiderarti
sementara’

Kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaiafalah dengan jiwa
(Kafalah bi al-nafg dan Kafalah dengan hartgKafalah bi al-maa).
Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengatafalah bi al-Wajhi, yaitu
adanya kesediaan pihak penjamaiKafil, al-Dhamin atau al-Za’im untuk
menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yafanjkan tanggungan
(Makfullah).

Kafalah denganhartg yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh
dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhaopadrartakafalah
harta ada tiga macam, yaitu: 1Kafalah bi al-Dayn yaitu kewajiban
membayar hutang yang menjadi beban orang laitKafalah dengan
penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahlearmda-benda tertentu yang
ada di tangan orang lain, separtengembalikan barang yang di-
ghashab dan menyerahkan barang jualan kepadbepe 3) Kafalah
dengan ‘aib, maksudnya adalah jaminan bahwa bjarang yang dijual
ternyata mengandung cacat, karena waktu yanguddaila atau karena
hal-hal lainnya, maka penjami(pembawa barang) bersedia memberi
jaminan kepada penjuahtuk memenuhi kepentingan pembeli (mengganti

barang yang cacat tersebut).

BAbdul Rahman Ghazaly , dkiEjgh Muamalat,Jakarta: Pena Grafika, 2010, h.
206 — 207.
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b. Rahn

Secara etimologi, katar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan.
Akad ar-rahn dalam istilah hukum positif disebut dengdrarang
jaminan. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliklialistar-rahn
adalah Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai fami utang yang
bersifat mengikaf. Obyek jaminan dapat berbentuk materi, atanfaat,
dimana keduanya merupakan harta menurut jumhur auledBenda yang
dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkaarsektual, tetapi boleh
juga penyerahannya secara hukum, sep®tijadikan sawah sebagai
jaminan, sehingga yang diserahkan adalah suratngemya (sertifikat
sawah)"®

Berbeda dengan definisi di atas, menurut ulama i'§yddf dan
Hanabilahar-rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jamiteamg,
yang dapat dijadikan pembayar utang apabing yang berutangtidak
bisa membayar utangnya fu.
dijadikan jaminan utang itu hanya yang bersifat anattidak termasuk
manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulamazirabdMalikiBarang
jaminan itu boleh dijual apabila utang tidak dagétnasidalam waktu
yang disepakati kedua belah pihak.

Para ulama figh mengemukakan bahwa akadgahn dibolehkan

%pid., 265.
Ybid. 268.
18 |pid., 266 — 268.
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dalam Islam berdasarkan al-Quran dan sunnah Rafdlam surah Al-

Baqgarah, ayat 283, berbunyi:

1)

2)

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidekdapatkan
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jangaran dipegang.
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayabag@an yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amngaautangnya)
dan hendaklah dia bertagwa kepada Allah, Tuharbga.janganlah
kamu menyembunyikan kesaksian, karena baranpga sia
menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berddsd&gh Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Rahn dinilai sah menurut hukum Islam, apabila telah raeuhi
rukun dan syarat sebagai berikut:
Syarat yang terkait dengan orang yang berakad ladeskap

bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menulama adalah
orang Yyang telah baligh dan berakalihayyix Sedangkan menurut
ulama Hanafiyah, kedua belah pihak ydreyakad tidak disyaratkan
baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab nienurut mereka anak
kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat akad
ar-rahn yang dilakukan anak kecil yang sudalimayyizni mendapatkan
persetujuan dari walinya.

Syaratshigat (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akadahn
tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitdengan masa yang
akan datang karerar-rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad
itu dibarengi dengan syarat tertentu atauittié&a dengan masa yang
akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan nykadsah. Ulama

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakapabila syarat itu

Y bid., 271.
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3)

4)

adalah syarat yang mendukung kelancaran akadnisika syarat itu

diperbolehkan,tetapi apabila syarat itu bertentangengan tabiat akad

ar-rahn maka syaratnya batal. Kedua syarat di atas tel@grat yang

tidak sesuai dengan tabiat-rahn, karenanya syarat itu dinyatakan batal.

Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahayeahn itu, pihak

pemberi utang minta agar akad itu dig@noleh dua orang

saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalmysyaratkan bahwa

agunan itu tidak boleh dijual ketikar-rahn itu jatuh tempo dan orang

yang berutang tidak mampu membayarnya.

Syaratal-marhum bihi(utang) adalah:

a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepamt@ang tempat
berutang.

b) Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu.

c) Utang itu jelas dan tertentu.

Syaratal-marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para paka

figh, adalah:

a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilaingaimbangiengan
utang,

b) barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan,

c) barang jaminan itu jelas dan tertentu,

d) jaminan itu milik sah orang yang berutang,

e) barang jaminan itu tidak terkait dengan hak oraing |

f) barang jaminan itu merupakan harta yang utuidak
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bertebaran dalam beberapa tempat, dan barang janitunaboleh
diserahkan baik materinya maupun manfaatfya.

Di samping syarat-syarat di atas, para ulafithh sepakat
menyatakan bahwar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila bargagg
dirahn-kan itu secara hukum sudah berada di tapgamberiutang, dan
uang yang dibutuhkan telah diterima peminjarang. Apabila barang
jaminan itu berupa benda tidak bergerak, sepearaludan tanah, cukup surat
jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipggleh pemberi utang.
Syarat yang terakhir (kesempurnaanrahn) oleh para ulama disebut
sebagai gabdh al-marhun (bargaminan dikuasai secara hukum).

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemlutang,
maka akadar-rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Glebab
itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sgi@napabilautang tidak
dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual damgithbayar. Apabila
dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebitmaka wajib dikembalikan
kepada pemiliknya’

. Aplikasi Keberadaan Barang Jaminan Dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah

Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Hgaa Syariah

kepada nasabah sebenarnya merupakan risiko kangdéhadapi oleh Lembaga

Keuangan Syariah karena semakin tinggi keuntuygag akan diharapkan oleh

Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan yaregildibnya juga akan

*® Ibid., h. 268.
“lbid.
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semakin tinggi risiko yang akan dihadapi oleh Leg#aKeuangan
Syariahtersebut. Risiko tersebut terkait dengarsqmad dan kondisi di luar
perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidsanya nasabah menjaga
amanah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan ®ydda hal ini juga akan
berdampak pada mnculnya pembiayaan bermasalahn@eoharisiko kondisi di
luar perkiraan adalah seperti terjadinya bencanggeoumi force majeurgyang
dapat melumpuhkan hampir seluruh bidang kehidupaug yuga berdampak pada
sektor ekonomi riif°

Dalam konsep yang sebenarnya Lembaga Keuangan aByaidak
dibolehkan ada jaminan sedangkan pada prakteknyaddinesia ada jaminan
sebagaimana yang ada dalam fatwa Dewan SyarialoiNdsMajelis Ulama
Indonesia (DSN MUI) diputuskan bahwa pada prinsgptigak ada jaminan di
Bank Syariah, namun agar mudharib atau pihak &efdebitor) tidak
melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan SyérkaB) dapat meminta
jaminan dari debitor. Jaminan ini hanya dapat diea bila debitor terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang teisdpakati bersama dalam
akad.*

Dalam prakteknya perbankan atau lembega-lembagangen lainnya
dalam pemberian pembiayaan/ kredit selalu menjalarisistem pengaman”,
yaitu menilai calon pihak ketiga dari berbagai &spAspek-aspek dalam
pemberian kredit lebih dikenal prinsip the 5 C’adR sasarannya konsep 5 C ini

akan dapat memberikan informasi mengenai itika& baillingness to paypan

%% https://www.google.com/search?q=konsep-+jaminan-aagerbankan+syariah.
“ibid.
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kemampuan membayaralfilityto pay nasabah untuk melunasi kembali
pinjaman?? Konsep 5 tersebut yaitu:
1. Character (Watak Calon Pihak ketiga)

Sifat-sifat calon pihak ketiga, baik perusahaan poauerseorangan, yang
tercermin dalam kemauanwiflingnesy dan bertanggung jawab atas
kewajibannya. Sifat-sifat tersebut adalah integrasitara keterbukaan,
kejujuran, kemauan keras, rasa tanggung jawab, dvalrbaik, tekun, tidak
berjudi, hemat/ efisien, sabar, konsultatif daregeinya.

2. Capacity (Kemampuan)

Kemampuan manajemen mengkombinasi-kan sumber degaproduksi
barang/ jasa yang dibutuhkan masyarakat dan maeiigitaspendapatan.
Dalam cakupan kemampuan calon pihak ketiga untukgkedkulasikan/
menghitung penghasilan sebagai gambaran kemampaammyk melunasi
kredit.

3. Capital (Permodalan)

Analisis modal untuk dapat menggambarkan struktapitél, dengan
demikian bank-bank dapat melihat besar/ kecil ras@gung jawab calon
pihak ketiga (resiko). Modal terdiri dari modal aah pinjaman bank dan
pinjaman pihak ketiga lainnya. Hal ini dapat ditillari neraca dan bukti-bukti
akuntansi lainnya.

4. Collateral (Jaminan)

2 Ahmad Syifaul Anamop.cit.,h. 104-106.
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Analisis terhadap jaminan kredit untuk meyakinkaranlb atas
kesanggupan pihak ketiga dalam melunasi kreditdganinan dapat berupa
jaminan pokok, yaitu jaminan yang dibiayai dengaedk dan jaminan

tambahan merupakan jaminan selain jaminan pokok.

5. Condition (Kondisi)

Merupakan analisis terhadap suatu keadaan/ kongisig dapat
diantisipasi dampaknya atas jalannya kegiatan uga@hak ketiga, oleh
sebabsebab perkembangan ekonomi moneter, keuangdrankan, dan
berbagai kebijakan nasional.

Dari kelima aspek terebut karakter merupakan fakeopenting dalam
penilaian pemberian pembiayaan (kredit) karena dienk dengan keinginan
seseorang untuk melakukan pembayaran utang. KendaBMT telah bertindak
sesuai dengan prinsgrudence(hati-hati) akan tetapi di dalam prakteknya masih

ditemukan beberapa kasus terkait dengan pembidyaan.

Zibid., h. 106.
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